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PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTA*A
s

NOMOR B TAHUN 2O2T

TENTANG

ANGGARAN PENDAPA?AN DAN BELANJA DAER,AH
KAEUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANft MAHA E$A

Menimbang : a.

. BUPA?I TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 1

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tenteng Pemerinta.harr Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta
Kerja, Bupati w4jib mengqiukan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah

{APBD} disertai penjelasan dan dokumen-
dokumen pendukungnya Kepada Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah {DPRD} sesuai dengan
ketentuan peratura:r perundang-undangan untuk
memperoleh persetqiuan bersama;
bahwa Feraturan Daerah tentang APBD yang
diajukan merupakan perwujudan dari Rencana
Kerja Fernerintah Daerah Tahun 2022 yans
dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran yans telah
disepakati bersanrra antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dai*m huruf a dan huruf b, perlu

b.



Mengingat : 1".

;.

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belaqja Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun Anggaran 2A22.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik * Indonesia
Nomor a2661; 

;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun zp4"tentang
Perbendaharaan Negara {Lembarah Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor S,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2OLg (COVID-l9)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2g2O Norreor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6a85);
Undang-Undang Nomor 25 Tahua 2OA4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA4 Nomor LA4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a42\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia" Tahun 2AA4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O8 tentang
Pembentukan Kabupaten Tora.ia Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan {Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20OB Nomor 101, Tambahan

2.

J.

4.

5.



Republik

6.

Lembaran Negara

Nomor a87a\
Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Irmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OAg Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 t t rrtt 2O2O

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2A Nomor 245;y Tambahan
Lembaran Negara Republik ' Indonesia
Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5573);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nom<rr 137,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA9 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49721

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2AOg tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor L,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7.

8.
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-;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 20rc
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

l- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7
tentang Pembinaan dan P.engawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zOtY Iiomor 73,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oa\;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun zOtT
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (l"embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 24fi Nomor 106, Tambahan Lembaran

. Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9

tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63221;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067l;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2OlB tentang Tata Cara Perhitungan
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 630) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 78 Tahun 2O2O tentang Perubahan



Menetapkan

),

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan
Pengangaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran Dan
Pertanggungiawaban Penggunaan

Laporan
Bantuan

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1.7771;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
-aNomor 

77
Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknispengelolaan
Keuangan Daerah {Berita Negard. Republik
Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021. tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun zAZt Nomor 9261;

L& Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6 Tahun 2A2O tentang Pembentukan dan
Struktur Peranglat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Torqja Utara Tahun 2O2A Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Torqja Utara Nomor 116);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 4 Tahun 2A2l tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Iembaran Daerah Kabupaten
Torqja Utara Tahun 2O2L Nomor 4, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAICTAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAtrRAI{ KABUPATtrN
TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 berjumlah sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rpl.040.08 1.739.700,00

b. Bela4ja Daerah Rpl.046.800.789.700.QQ
surplus / (Defisit) (Rp2.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan g

Daerah Rp3.500.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan

Daerah Rp1.500.000.000.00
Pembiayaan Netto (Rp2.00O.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenaan RpO,OO

Pasal 2

" i1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf a terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Rp69.840.640.900,00;
b. Pendapatan Transfer sejumlah

Rp92 r.869.248.8O0,00; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Satr

sejumlah Rp55.090. 900,00.
(2) Fendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan;
a. Pajak Daerah sejumlah Rp27. 1 40. 000. 000,00;
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp2a. 0 1 1 .640. 900,00 ;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp5.200.000.000,00; dan

d. L,a.in-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sejumlah Rp I 3.489.000.000,00

(3) Fendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah

Rp878.OO5.868.OOO,0O;
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah

Rp43.863.380.8O0,O0;

6



.;

(a) L^ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Pendapatan sejumlatr

Rp.40.9a0.000.000,00; dan
b. Lain-L,ain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan Sejumlah
Rp14.150.900.000,00;

Pasal 3 
1

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksrr&-a"t** Pasal
t huruf b terdiri dari:
a. Belanja Operasi sejumlah

Rp715.210.664.857,00
b. Belanja Modal Rp143. 123.288.543,00
c. Belaqia Tidak Terduga Rp9.000.000.000,00
d. Belanja Transfer Rp18 1.466.836.300,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal t huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah

Rp3. 500.000. OO0,O0; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah

Rp1.5O0.000.000,00.
(2) Penerimaan Fembiayaan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SII;PA) Rp3. 500. 000. 000,00;

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan Penyertaan Modal Daerah sejumlah
Rp1.500.OO0.000,00.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebegaimana dimaksud dalam pasal 1,

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagran
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang

terdiri dari:

1. l,ampiran I Ringkasan APBD yang

Hibah



2. Lampiran II

3. la.mpiran III

4. Lampiran IV

5. La.mpiran V

6. l,ampiran VI

7 " Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

diklasifikasikan menurut kelompok
dan jenis Pendapatan Belanja dan
Pembiayaan;

Ringkasan APBD rnenurut Urtrsan
Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintalran Daera{i 'program,

Kegiatan dan Sub tdatan, akun,
kelompok dan jenis pendapata.n,

Bela4ja dan Pembiavaan;

Rekapitulasi Belanja dan
kesesuaian menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi,
program beserta hasil, kegiatan

beserta keluaran dan sub kegiatan

beserta keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintatran Daerah dan

Fungsi dalam Kerangka

Fengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk

Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD

dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan

dan Sub Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS

dengan Rancangan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas

Nasional dengan Program Prioritas

Daerah.



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belar:$a Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal

diundangkan
tl "'Agar setiap orang mengetahui.ya, m$rerintatrt<an

pengundangan Peratumn Daeratr ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tarrggal 3O Desember 2O2L

A UTARA,

Diundanglon di Rantepao
pada tanggal 3O Desember 2A2l

RAH
A UTARA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAIA UTARA TAHUN 2O2I NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOR.&IA UTARA PROVINSI
SULAWESI SEI,ATAN NOMOR B.HK.O 10 .I52.2A
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